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KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN JUMO

PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TIENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
BAB III huruf C nomor 7 ¢, bahwa Rancangan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dibahas
dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa Jumo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Pernturan Pemetintal Nomor A3 Tahan 2014 tentang
Peraturan Pelnkeanaan  Undang tHndang Nameoe A
Tahun 2014 tentang Dean (Lembaran Negara Repuhhik
mdoneein . Tahan 2011 Moamar 123, Tambahan
Lembaran Negarn Repnablik Indonesia Namor 55179)
echagnimnnn  telah  dinthah beberapa  kali terakhir
dengan Peratiran Pemetintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubnhoan Kedun Ataa Peraturan Pemerintah
Nomor A3 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelakaanann
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dean
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5555)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
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13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang  Pedoman Umum  Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Berita  Negara
Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan  Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
961),

15. Keputusan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2022 Tentang pedoman ketahanan pangan di
desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia.

16. Peraturan menteri keuangan Nomor 128/PMK 07 /2022
tentang perubahan atas PMK No 190 /PMK .07 /2022.

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor
63);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
sebbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa

19. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jumo Tahun 2019
Nomor 2);

20. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jumo
Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2020
Nomor 8);

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO
dan
KEPALA DESA JUMO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten

Temanggung.
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Desa adalah Kesatuan Masyaralant Talaom vang memiliki batas wilayah
vang berwenang untuk mengatun doan menguraa uriaan Pemerintahan,
kepentingan masvintakot setempat betrdanasnrkan prakaras masyarakat,
hak asal usul, dan /otan hoalke tradisional yvang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Republile Indoneain.

Pemerintah Desa adnlah Kepala Desn dibantu Perangkat Deaa aebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Dean,

Pemerintahan Desn adalah penyelenggarann urasan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewennngan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan  di - bidang  penyelenggarann  Pemerintahan  Desa,
pelaksanaan Pembanpunan Desa, Pembinann Kemasyarakatan Desa,
dan  Pemberdaynan  Masyarakat  Desa berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istindat Desa,

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan  vang masih  hidup dan prakarsa  Desa  atau  prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul
karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang meclaksanakan
fungsi perintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana
alokasi khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain Musdes adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
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program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanjn Desa, swadaya masyarakat
Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Temanggung,

17. Peraturan  Desa adalah  peraturan perundang-undangan  yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelnh dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa,

18, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnyn kesejnhteraan masyarakat Desa,

19, Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tnhapan kegintan yang
disclenggarakan  oleh  pemerintah Desa dengan  melibatkan Badan
Permusyawaratan  Desa  dan  unsur  masyarakat  secara  partisi
Temanggung guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa,

20. Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah  suatu  sistem
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan  oleh  kepala  Desa  dengan  mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan

30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
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RARB T
MAKSUD DAN TUJUAN

Pinanl 2

Pernturan Dean int ditetapkan dengan makaud antule menjabarkan program
kepintan sebhagnimana tereantum dalam RIVIM Deaa Jumo Tahan 2020 2026,

Pauanl 3

Fujuan ditetapkan Peraturan Desa ind adalah:

A, Memberikan acunn bagi Pemerintah Dean dalam penyvusunan APBDeans
vang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Deaa, peraturcan
bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Dean;

b, Untuk merealisasikan program  kegiatan  sebagaimana yang  telah
disepakati bersama dalam dokumen RPIM Desa jangka waktu 1 (satu)

fahun.

BA 1
PRIORITAS (PENGGUNAAN DANA DISA)
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi :
- Pendirian pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik desa / badan usaha milik desa Bersama;
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik desa / badan usaha milik desa Bersama;
- Pengembangan desa wisata.
b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi :
- Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan
perkembangan desa melalui indek desa membangun;
- Ketahanan pangan nabati dan hewani;
- Pencegahan dan penurunan stunting;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
- Peningkatan Kketerlibatan Masyarakat secara menyeluruh dalam
Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa;
- Perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan desa;
- Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari
pagu dana desa setiap desa;
- Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim dan;
- Bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrim.
c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan
desa yang meliputi :
- Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

Pasal S

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi
pengembangan BUM Desa.
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Paanl 6

Priotitas penggunann Dann Deasn sebagaimann dimakaud dalam Paaal 4 huruf

Iy didasarkan atas kondisi dan potenai Dean, sejalan dengan pencapaian target

RIVMM Desa dan RKP Desa setinp tnhunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGa Deaa dan pendatann perkembangan
desa melalui indek desn membangun;,

b, Ketahanan pangan nabati dan hewani;

. Pencegahan dan penurunan stunting;

d. Peningkatan kualitns sumber dayn manusia warga desa;

c. Peningkatan  keterlibatan Masyarakat  secara menyeluruh  dalam
Pembangunan dan pemberdaynan Masynrakat desa;

. Perluasan akses layanan Keschatan sesuni kewenangan desa;

1. Dana operasional pemerintah desa;

h. Rehabilitasi ramah tidak layak huni; dan

i, Bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrim;
Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
¢ didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

BAB IV
PRIORITAS (PENGGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan
Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian
target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat
mencakup:
a. peningkatan Kualitas proses perencanaan Desa;
b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa
maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
e. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1) kelompok usaha ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;
3) kelompok tani;
4) kelompok masyarakat miskin;
5) kelompok pemuda; dan
6) kelompok lainnya.

Pasal 9

RKP Desa merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

i et o - , 4
Peraturan Desa ini mulai berlalku pada tanggal dinndangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Deaa Jumeo,

Ditetapkan di Jumo
pada tangpeal 8 September 2023

KIEPALA DESA JUMO |

DARIY(JNO

Diundangkan di Jumo

pada tanggal8 September 2023
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